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ABSTRAK 

Moh. Yunus. NIM: 06720013. Jürgen Habermas dan Demokrasi Deliberatif 
(Tinjauan Kritis Terhadapa Praktik Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi 
1998). Skripsi. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2010. 

Demokrasi adalah sebuah konsep sistem pemerintahan yang di dalamnya 
lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepetingan golongan. Secara 
bahasa, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos artinya rakyat, 
kratos/kratian artinya pemerintahan atau lebih konkritnya pemerintahan yang ada 
di tangan rakyat. Apa yang ditawarkan oleh konseptor demokrasi sejak jaman 
Yunani kuno sangat menggiurkan untuk bisa dipraktikan dalam pemerintahan di 
sebuah negara, betapa tidak demikian karena demokrasi dinilai sebagai satu sistem 
pemerintahan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi setiap bangsa dalam 
bernegara.  

Praktik demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai tahun 1998 tidak 
mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Kondisi politik yang demikian 
berubah ketika reformasi 1998 melanda bangsa Indonesia, dan dari reformasi 
1998 tersebut rakyat memiliki harapan baru untuk meraih kondisi demokratisasi 
yang lebih cerah. Namun hingga sepuluh tahun lebih reformasi berjalan, rakyat 
Indonesia masih belum menemukan kejelasan dari arah demokrasi Indonesia ke 
depan, meski ruang publik sudah terbuka lebar akan tetapi di sana-sini banyak 
terjadi pelanggaran hukum. Jika demikian di manakah kedaulatan rakyat berada? 

Dari latar belakang di atas, penelitian ini mencoba untuk meneliti  Praktik 
demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 dengan memakai konsep demokrasi 
deliberatif Jürgen Habermas. Selain itu, penelitian ini ingin mengungkap 
fenomena demokratisasi di Indonesia pasca reformasi yang memiliki berbagai 
ketimpangan dan jauh dari jalur demokrasi yang ada serta konsep negara menurut 
kitab suci mayoritas bangsa Indonesia yaitu al-Qur’an. 

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (Library Reseach), yaitu sumber 
primernya diambil dari semua bentuk karya-karya Jürgen Habermas dan sumber 
sekundernya diambil dari karya-karya orang yang memuat tentang demokrasi, 
komunikasi politik dan ruang publik serta legitimasi hukum dan kekuasaan. 
Teknik analisis dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada teknik deep 
structur hermeunetic dengan dasar pemikiran abduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia 
pasca reformasi 1998 masih sangat jauh dari harapan demokratisasi sebagaimana 
mestinya, padahal pasca reformasi 1998 arah dan kebijakan berpolitik telah 
berubah secara drastis, bahkan ruang publik yang pada era Orde Baru tertutup dan 
sekarang terbuka selebar-lebarnya. Praktik demokrasi yang demikian tak lain 
karena para pemimpin kita dalam memimpin Indonesia masih terus mencari 
bentuk yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang plural ini. Melihat 
fenomena tersebut, demokrasi deliberatif Habermas mencoba untuk menjembatani 
antara ketidaksesuaian demokratisasi di Indonesia pasca reformasi 1998 dengan 
prosedural hukum yang berlaku di Indonesia karena, demokrasi deliberatif sendiri 



 x

merupakan sebuah tawaran demokrasi dari Habermas yang diharapkan mampu 
mengembalikan arah demokrasi ke jalan demokrasi seperti semula. 

Dalam penelitian ini juga mengungkap berbagai kasus yang menurut penulis 
bisa menyebabkan ketumpulan hukum yang ada, karena bagaimanapun juga tidak 
bisa dipungkiri kalau kita berada di negara hukum. Selain itu juga demokrasi 
deliberatif merupakan tawaran yang lebih menekankan prosedural hukum dan 
ruang publik untuk terus mendampingi demokratisasi di sebuah. Namun, setelah 
penulis melakukan lebih jauh lagi, ternyata demokrasi deliberatif sendiri masih 
cukup diragukan keabsahannya untuk bisa menjembatani ketimpangan praktik 
demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998, ini tak lain karena apa yang 
menjadi hasil pemikiran Habermas tersebut masih sangat berbeda dengan kondisi 
riil bangsa Indonesia yang pluralistik ini. Meskipun keberadaannya masih 
diragukan untuk bisa benar-benar dipraktikkan, akan tetapi kita harus tetap 
menghargai hasil pemikiran tersebut dan tetap kepada falsafah kehidupan 
berbangsa dan bernegara kita kita yang mengikuti pancasila. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pencerahan bagi 
regenerasi perpolitikan di Indonesia maupun masyarakat secara keseluruhan. 
Sehingga bangsa Indonesia lebih cepat mencapai mimpi yang telah lama didamba- 
dambakan untuk membawa kearah kemajuan. 

 
Kata kunci: demokrasi, demokratisasi, reformasi 1998, demokrasi 

deliberatif, komunikasi, dan ruang publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Dialog tentang konsep demokrasi selama ini belum kunjung berakhir 

untuk diperdebatkan. Konsep tersebut akan senantiasa bergulir seiring dengan 

perkembangan peradaban manusia yang selalu mengalami kemajuan dalam 

berfikir dan bertindak. Jika kita berkaca pada sejarah, yakni akhir abad 20 dan 

memasuki awal abad 21 adalah masa di mana perjalanan dunia dengan sejarah 

perkembangannya mengalami apa yang disebut manufactured uncertainty,1 yakni 

gambaran zaman yang menggambarkan ketidakpastian. 

Era ketidakpastian tersebut menghendaki manusia sebagai kholifah fi al-

ardhi untuk melakukan perubahan secara universal yang bisa memberikan 

keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Perubahan yang dikehendaki oleh 

sebagian besar manusia yakni agar terbebas dari sistem pemerintahan 

otoritarianisme yang menghendaki adanya kekerasan baik fisik maupun struktural 

pemerintahan untuk mencapai keinginannya dan mempertahankan status quo-nya. 

Anthony Giddens mengistilahkan wacana di atas sebagai Gelombang Demokrasi 

Ketiga,2 dan Tofler mentermenologikan sebagai abad demokrasi massa; yaitu 

keseimbangan antara cara-cara pencapaian kekayaan di satu pihak dan naluri 

                                                            
1 I. Wibowo, ‘pengantar’ dalam Anthony Giddens, The Third Way: Jalan Ketiga 

Pembaharuan Demokrasi Sosial, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. ix. 
2 Anthony Giddens, ibid., hlm 7. 
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kekuasaan di lain pihak.3 Konsep demikian sangatlah membuat rakyat menjadi 

terbelenggu. Untuk menyejahterakan rakyat harus ada solusi, dan solusi yang baik 

adalah dengan menerapkan ataupun mempraktikkan sistem demokrasi, hampir 

seluruh negara di belahan bumi pada dasawarsa ini mempraktikkan sistem 

pemerintahan demokrasi. 

Beragamnya term demokrasi mengakibatkan banyak negara mencoba 

mencari bentuk sistem demokrasi yang sesuai dengan kondisi kultur bangsanya 

untuk dipraktikkan. Rupanya penerapan sistem demokrasi yang sesuai dengan 

kondisi kultur bangsanya tersebut juga menular ke negara Indonesia yang berdiri 

sejak 17 Agustus 1945, meski dalam perjalanannya mengalami pelbagai praktik 

pemerintahan tidak demokratis yang disebabkan oleh kapitalisasi penguasa negeri 

ini. Akumulasi kapital yang menimbulkan keharusan struktural untuk 

mengabaikan demokrasi atau dengan kata lain hubungan antara proses ekonomi 

dengan kecenderungan munculnya otoriterisme.4  

Sejak bergulir reformasi 1998, Indonesia yang saat ini mulai memasuki 

fase yang disebut dengan liberalisasi politik awal. Inilah fase yang ditandai oleh 

serba ketidakpastian dan karenanya dinamai secara teoritis oleh O’Donnell dan 

Schimitter kurang lebih sebagai fase ‘transisi dari otoritarianisme entah menuju ke 

mana’.5 

                                                            
3 Alvin Tofler, Pergeseran Kekuasaan, Pengetahuan, Kekayaan dan Kekerasan di 

Penghujung Abad Ke-21, (Jakarta: Pantja Simpati, 1990), hlm. 4. 
4 Mohtar Mas’oed, Negara, Kapital dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

hlm. 63. 
5 Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schimitter, Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian 

Kemungkinan dan Ketidakpastian, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 4-5. 
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Liberalisasi politik awal pasca reformasi 1998 ditandai antara lain oleh 

redefinisi hak-hak politik rakyat.6 Daftar hak yang mana sebelumnya begitu 

pendek, dalam fase ini telah memanjang secara dramatis. Setiap kalangan 

menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun diberangus 

oleh rejim otoriter—Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun—. Sebaliknya, 

hampir tak ada kalangan yang peduli kepada kewajiban-kewajiban politik mereka. 

Dalam kerangka ini terjadilah luapan kebebasan. Kehidupan politik warga 

ditandai oleh naiknya kebebasan sebagai suasana dan tuntutan umum di tengah 

masyarakat. Dari sini lalu memunculkan ledakan partisipasi politik. Ini merupakan 

konsekuensi logis pengekangan partisipasi politik yang berlebihan selama Orde 

Baru berkuasa. Ledakan partisipasi politik terjadi dalam bentuknya yang beragam. 

Pada tataran grassroots, ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk 

huru hara, kekerasan dan amuk massa. 

Suasana politik yang penuh ketidakpastian ini perlu mendapatkan jalan 

keluar yang satu sisi tidak mengembalikan kepada situasi anti-demokrasi, tetapi 

pada sisi lain ledakan partisipasi rakyat mendapat saluran demokrasi secara 

sistemik. Berbagai perubahan radikal memang telah dilakukan oleh bangsa ini. 

Kehidupan demokrasi diwujudkan dalam bentuk kebebasan mendirikan partai 

politik, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bahkan sekarang 

pemilihan umum kepala daerah (Pemilu KADA) dilakukan secara langsung pula. 

Josep Schumter menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme 

memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif. Akibatnya, demokrasi hanya 

                                                            
6 Ibid., hlm. 7. 
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diwujudkan dalam pemilu. Setelah itu suara rakyat dikhianati dan ditendang.7 

Tetapi di tengah semerbaknya aroma demokrasi, muncul berbagai pertanyaan 

kritis: Apakah pertasipasi rakyat telah terwujud dalam konfigurasi politik real 

Indonesia? Ataukah partisipasi itu hanya menjadi komoditas politik paling laris di 

kalangan elit politik? Apakah memang benar telah terbentuk ruang publik (public 

sphere) untuk membentuk diskursus bersama? Ataukah yang terjadi adalah 

demokrasi semu (psudeo democracy) karena pada hakikatnya yang menentukan 

kebijakan dalam negeri ini melulu para elit? Lantas di mana peran rakyat yang 

katanya: demokrasi adalah sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat? 

Berkaca pada pertanyaan kritis di atas maka penulispun mencoba untuk 

mengangkat pemikiran tentang demokrasi dari seorang filsuf pengembang teori 

kritis juga sebagai seorang sosiolog terkemuka pada abad ini yaitu Jürgen 

Habermas. Demokrasi deliberative,8 bisa saja menjadi tolok ukur untuk menjawab 

berbagai persoalan tentang demokrasi. 

Demokrasi deliberatif bukanlah sebuah gaya baru mengenai bentuk 

demokrasi yang ada, seperti: demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, 

demokrasi sosial, demokrasi konstitusional, demokrasi perlementer, demokrasi 

soviet, demokrasi nasional, dan demokrasi komunis, melainkan sebuah model 
                                                            

7 Coen Husain Pontoh, Malapetaka Demokrasi Pasar, (Yogyakarta: Resist Book, 2005), 
hlm. vii-viii. 

8 Kata deliberatif berasal dari deliberasi berasal dari kata Latin deliberatio yang artinya 
konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses 
pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik 
atau lewat–dalam kosakata teoritis Habermas–‘diskursus publik’. Lihat F. Budi Hardiman, 
Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-
53, November-Desember 2004, hlm. 18. Lihat juga F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: 
Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas, 
(Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 128. 
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yang secara sosiologis diharapkan mampu menjelaskan dinamika komunikasi 

politis dalam negara hukum demokratis yang ada. Habermas memandang 

komunikasi yang terdapat dalam negara hukum demokratis selama ini belum 

dapat diwujudkan. 

Begitu menyorotinya Habermas kepada wilayah demokrasi deliberatif 

karena bisa dibilang bahwa konsep tersebut sangat berkaitan dengan legitimasi 

kekuasaan yang sesuai dengan teorinya dia tentang komunikasi. Menurutnya, 

wacana kekuasaan adalah ruang publik (public sphare) dan inti perkaranya dalam 

demokrasi adalah: 

…bagaimana mendapatkan rasionalitas komunikatif, yaitu syarat-syarat 
yang memungkinkan komunikasi sosial antar budaya yang berbeda; suatu 
rasionalitas yang sama bagi semua peserta dialog dan memang disyaratkan dalam 
tiap bentuk komunikasi.9 

 
Habermas bertolak dari teori kritis ‘masyarakat’10 Marx Horkheimer dan 

Theodor W. Adorno, ia bermaksud mengembangkan gagasan sebuah teori 

masyarakat yang dicetuskan dengan maksud praktis. Walau pada akhirnya ia 

menolak beberapa aspek dari teori mereka khususnya tentang pesimisme budaya 

Horkheimer dan Adorno.11 Dengan kata lain, bagaimana teori menjadi 

                                                            
9 Bambang Sugiharto, Postmodern: Tantangan Bagi Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 

1996), hlm. 53. 
10 Teori kritis generasi pertama tak ubahnya seperti Karl Marx yang menganggap 

rasionalitas masyarakat disebut sebagai ‘paradigma kerja’ atau praxis dalam arti Marxian konsep 
rasionalitas mereka adalah konsep rasionalitas dalam perspektif pencerahan yang menjelaskan 
rasionalitas itu tak ubahnya sama dengan penguasaan alam. Di sini, rasio kritis merupakan 
penguasaan atas kondisi objektif yang mendeterminasi manusia seperti alam. Inilah kekeliruan 
fatal yang dilakukan teori kritis generasi pertama yaitu komunikasi dipahami sebagai model 
pekerjaan atau mengandaikan sesuatu dengan kurang ‘pas’ pada dua paham fundamental; 
Paradigma Historis dan Paradigma Materialis. Sehingga dipastikan nantinya akan terjadi perebutan 
kekuasaan dalam komunikasi.  

11 Menurut Horkheimer dan Adorno, usaha manusia untuk membebaskan diri dari mitos 
malah menjebak manusia dalam mitos lebih irasional lagi: mitos rasionalitas efisiensi pasar di 
mana hubungan antar manusia menjadi komoditi. Habermas sebaliknya tidak bersedia melepaskan 
‘Proyek pencerahan’: meningkatkan  kebebasan dengan mengajak manusia untuk berani berfikir 
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emansipatoris bagi masyarakat yang irasional.12 Perihal tersebut membuktikan 

bahwa Habermas sangat mementingkan ‘rasionalitas dan komunikasi publik’ 

dalam upaya menerapkan demokrasi deliberatif untuk khalayak umum khususnya 

Indonesia. 

Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa Habermas memang bermaksud 

menyusun teori komunikasi—sebagai jalan mengatasi kemacetan teori kritis para 

pendahulunya—dengan tujuan untuk membangun konsensus universal bebas 

dominasi, yang—menurutnya—menjadi kehendak fundamental bagi setiap 

hubungan sosial.13 Dengan demikian secara tidak langsung bisa kita lihat bersama 

bahwa rasio menempati hal yang cukup urgent untuk memberi peluang juga 

memanfaatkan tujuan mengurangi kecenderungan terhadap dominasi di bidang 

humanitas. 

Dalam beberapa buku karya Habermas yang sudah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa Habermas menempatkan demokrasi 

dan ruang publik sebagai model komunikasi yang kritis antara para ahli dan para 

politikus dalam model pragmatis yang mau tak mau harus berakar pada sistem 

nilai rasio komunikasi dalam masyarakat karena model ini berhubungan dengan 

ruang publik secara komunikatif serta sifat dari model tersebut sangat ilmiah dan 

perlu didiskusikan dengan pertimbangan yang rasional.14 

                                                                                                                                                                   
sendiri. Habermas berkarya guna menghadapi tendensi-tendensi mitologis baru dan memastikan 
kembali sumber daya rasionalitas yang diyakini masih dimiliki manusia. Lihat Franz Magnis 
Suseno, 75 Tahun Jǖrgen Habermas, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 
2004, hlm. 4. 

12 Julius Widiantoro, Proyek Sosio-Epistemologis Habermas dalam majalah Filsafat 
Driyarkara, Th. XVII, No. 4. (Jakarta: STF Driyarkara, 1992), hlm. 3. 

13 F. Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan 
Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. xxi. 

14 Ibid., hlm. 130. 
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Sebagaimana telah disinggung di muka, Habermas menawarkan model 

demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum 

dan kebijakan politik. Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat 

sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui berbagai macam diskursus. 

Tetapi bukan seperti dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung 

menjadi legislator, maka dalam demokrasi deliberatif yang menentukan adalah 

prosedur atau cara hukum dibentuk.15 

Membaca alur pikiran Habermas dalam perkembangan program teori 

rasionalitas komunikasi bagi penulis bukan merupakan hal yang mudah. Untuk 

mempermudahnya, maka penulis bermaksud untuk mengkaji melalui sub tema 

dari grand tema yang hendak diajukan dalam penulisan skripsi ini. Kajian konsep 

demokrasi deliberatif secara subyektif akan sangat membantu untuk mamahami 

gagasan demokrasi sesuai cita-cita bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bersama 

juga sebagai inspirasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia ke depan. 

Fokus dan arah dalam penulisan ini mungkin akan menimbulkan banyak 

polemik di bidang politik khususnya tentang demokrasi sebagai salah satu konsep 

perpolitikan yang didambakan, ini dikarenakan bervariannya konsep demokrasi 

yang ada di sekeliling kita di antaranya tentang teori, bentuk formal dari sistem 

demokrasi, dan strategi untuk mencapai demokrasi. Sementara di sisi lain sangat 

diperlukan sebuah pengujian terhadap kebijakan dengan cara diadakannya 

konsultasi publik agar tujuan demokrasi dengan dalih atas nama rakyat bisa 

tercapai. Ada beberapa identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan ini 

                                                            
15 Franz Magnis Suseno, 75 Tahun Jǖrgen Habermas, op.cit., hlm. 12-13. 
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supaya tidak menimbulkan banyak polemik: Pertama, demokrasi dalam tulisan ini 

bukanlah demokrasi yang menggambarkan corak sebuah institusional tempat 

dipraktikkannya sistem demokrasi dalam perpolitikan sebagaimana yang diajarkan 

dalam studi ilmu politik. Pandangan Habermas di sini hanyalah sebuah nilai yang 

menjadi dasar dalam komunikasi politik. 

Kedua, berbagai macam sistem demokrasi yang dianut oleh masing-

masing negara sekiranya sesuai dengan sosio-kultur dari bangsanya. Ini 

menjadikan sesuatu yang bisa menimbulkan akan terjadinya sistem pemerintahan  

otoritarian dengan mengatasnamakan demokrasi untuk kesejahteraan rakyatnya, 

padahal di dalamnya terdapat legitimasi hukum dan kekuasaan yang hanya 

memikirkan segelintir kelompok. Ketiga, konsep demokrasi deliberatif yang 

dicetuskan oleh Jürgen Habermas—sebagai salah satu pengikut Mazhab Kritis— 

adalah sebuah hasil pemikiran cemerlang yang pragmatik dan tidak bisa ditelusuri 

secara parsial. Oleh karena itu untuk memahaminya kita harus mengetahui secara 

komperehensip dari beberapa garis besar pemikiran Habermas, yaitu:  

Pertama, kritik epistemologi: yaitu kritik terhadap pendekatan yang 

digunakan ilmu-ilmu sosial untuk melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. 

Pada umumnya, kritik epistemologi tersebut biasa dinamakan sosio-

epistemologis. Kedua, kritik dalam arti kritis terhadap real phenomena (fenomena 

nyata) yang ada di masyarakat. Artinya, kritik ini memiliki nilai material 

historisitas penindasan manusia dalam material produksi hidup atau juga bisa 

dikatakan sebagai telaah kritis terhadap fenomena tindakan manusia yang 

teraniaya secara turun temurun. 
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B.  Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penulisan ini sebagai berikut: 

Bagaimana konsepsi Habermas tentang demokrasi deliberatif dan 

bagaimana pengaruh terhadap negara Indonesia yang pluralis dan sedang 

mengembangkan sistem demokrasi pasca-reformasi 1998? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Mengkaji pemikiran seorang filsuf kontemporer Jerman yaitu Jürgen 

Habermas mengenai teori Rasionalitas Komunikasi-nya dengan fokus 

kajian demokrasi deliberatif. 

2. Menambah kekayaan wacana intelektual tentang konsep demokrasi 

deliberatif menurut Jürgen Habermas secara penuh dengan harapan bisa 

menjadi inspirasi bagi penulis (khususnya) dan regenerasi bangsa 

Indonesia (pada umumnya) untuk mewujudkan cita-cita demokrasi negara 

Indonesia yang masih mencari bentuk ideal demi kemakmuran bangsanya. 

 

D. Kegunaan penelitian 

Dengan melihat tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat berguna sebagai berikut: 

1. Sebagai syarat memenuhi kewajiban akademik guna memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Sosiologi juga untuk menambah 
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wacana pemikiran dalam lingkup sosial-politik dan filsafat untuk civitas 

akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masyarakat luas. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kajian tentang Jürgen Habermas serta memberi sumbangan analisis yang 

tajam mengenai konsep tentang demokrasi deliberatif tinjauan kritis 

terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998. 

3. Secara praktis, Menumbuhkan inspirasi dan motivasi bagi penegak 

demokrasi di Indonesia terutama dalam rangka menelaah secara kritis dan 

menanamkan kembali nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dalam 

perkembangan agar tidak salah dalam pengaplikasiannya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebelumnya penulis mengira bahwa studi yang mengangkat tentang teori 

dan pemikiran Jürgen Habermas masih minim, namun setelah melihat beberapa 

literatur yang dimuat di berbagai media massa ternyata sudah banyak yang 

mengkajinya. Banyaknya karya tersebut tidak membuat penulis mundur untuk 

melanjutkan menulis tentang Habermas. Sejauh ini yang penulis ketahui yaitu: 

Pertama, studi Ali Fikri (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2001) dengan tema Konsep Demokrasi Jürgen Habermas: Telaah 

Kritis Atas Emansipasi Masyarakat, kajian ini lebih melihat terhadap implikasi 

rasionalitas komunikasi dalam mazhab demokrasi. Kedua, penelitian Ahmad 

Jauhari (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004) 

tentang Memahami Rasio Komunikatif Jürgen Habermas, penelitian ini 

berfokuskan kepada hasil pemikiran Jürgen Habermas tentang rasio komunikatif-
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nya yang merupakan pertautan dengan para pendahulunya seperti Theodor 

Adorno, Hockeimer, Marcuse dan yang lainnya.  

Selain itu, dijelaskan juga bahwa Habermas memberikan alternatif baru 

pada pencerahan dengan paradigma rasio komumikatif (communication vernuft) 

yang didesain untuk mengatasi cacat modernitas yaitu paradigma rasio yang 

berpusat pada subyek dan paradigma yang secara sempit dimutlakkan dalam 

proyek-proyek modernisasi. Ketiga, ulasan Ahmad Qolyubi (Skripsi, Fakultas 

Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999) dengan tema Konsep 

Pengetahuan Jürgen Habermas, lebih menfokuskan pandangan Habermas pada 

pembagian tiga kelompok ilmu pengetahuan: ilmu empiris-analisis (ilmu alam), 

ilmu historis-hermeneutis (ilmu sejarah dan penelitian teks kuno) dan ilmu 

tindakan (ilmu politik, ekonomi, sosiologi dan termasuk filsafat di dalamnya). 

Selanjutnya, penelitian keempat, Ibrahim AF (Skripsi, Fakultas Filsafat, 

UGM Yogyakarta, 2000) dengan judul Kritik Rasionalitas Modern; Studi Atas 

Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas, penelitian melihat bahwa 

Habermas dengan tindakan komunikatif-nya mengkritik rasionalitas modern yang 

berpusat sebagai subjek sehingga menyebabkan manusia selalu berada dalam 

keadaan serba krisis. Kelima, ulasan Dwi Yulianto (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004) tentang Kritik Terhadap Masyarakat 

Kapitalisme (Herbet Marcuse dan Jürgen Habermas), penelitian ini menfokuskan 

terhadap kritik pada masyarakat kapitalisme yang terperangkap dalam dunia kerja. 

Sejatinya kehadiran pemikiran Habermas di Indonesia dimulai pada era 

1990-an, yaitu: Pertama, F. Budi Hardiman yang memperkenalkan teori kritik 
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Habermas dengan bukunya Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan 

Kepentingan (Yogyakarta: Kanisius, 1990). Buku ini menjelaskan secara 

sistematis karya Habermas yang berjudul Knowlodge and Human Interests 

(Erkenntnis und interesse). Buku ini berusaha untuk menjelaskan usaha Habermas 

untuk menyusun sebuah teori dengan maksud praktis, selain itu buku ini juga 

mempertontonkan dalam masyarakat kapitalis modern ilmu pengetahuan telah 

melanggengkan sejarah penindasan manusia. Kedua, buku Menuju Masyarakat 

Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen 

Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 1993). Buku ini merupakan telaah F. Budi 

Hardiman atas esai-esai Habermas yang termuat dalam Toward a Rational Society 

maupun dalam Theory Of Communicative Action yang mengarungi samudera 

pengetahuan sejak 1960-an dan 1980-an dan buku ini sangat menitikberatkan pada 

usaha Habermas tentang teori komunikasi. 

Buku ketiga dari F. Budi Hardiman Demokrasi Deliberatif: Menimbang 

‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas 

(Yogyakarta: Kanisius, 2009). Buku ini merupakan telaah atas buah pemikiran 

Habermas yang melihat sistem demokrasi sekarang ini dipandang bukan sistem 

yang bisa mengeluarkan rakyat dari belenggu legitimasi hukum dan kekuasaan, itu 

dikarenakan tertutupnya akses bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam membuat 

keputusan hukum. Keempat, Pembahasan lain bisa dilihat dalam sub bab buku 

filsafat Franz Magnis Suseno Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 

1995), buku ini hendak mengetangahkan aspek kritis filsafat dengan pendekatan 

historis yang menguraikan para filsuf sejak Hegel sampai Habermas. Seiring 
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dengan itu, buku kelima, karya A. Charis Zubaeir Para Filsuf Penentu Gerak 

Zaman (Yogyakarta: Kanisius, 1992) juga bisa kita baca karena di dalamnya 

menjelaskan tentang Habermas yang diletakkan sebagai penerus teori kritis. 

Banyak referensi yang bisa kita telaah tentang Habermas dan teori-teorinya yang 

termuat di berbagai karya ilmiah yang meliputi jurnal, artikel dan majalah filsafat 

sosial. 

Dari berbagai karya di atas, sejauh ini masih belum ada yang menelaah 

secara kritis tentang konsep demokrasi di Indonesia pasca-reformasi 1998 dengan 

memakai pendekatan demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas. Bagaimana 

Habermas meletakkan demokrasi deliberatifnya terhadap sistem demokrasi di 

Indonesia dengan bangsa yang pluralis? 

 

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa kerangka teori yang 

sekiranya sesuai dengan fokus kajian penelitian ini. 

Pertama, demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan dari rakyat oleh 

rakyat dan untuk rakyat sangatlah menjanjikan kesejateraan dan kemakmuran bagi 

setiap individu di lingkup negara. Itu karena dalam demokrasi terdapat unsur yang 

mendukung untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama yaitu rakyat 

‘bebas’ berpendapat. Tentunya kebebasan berpendapat tersebut ditopangi dengan 

kemampuan yang memadai. Karena demokrasi berbasiskan atas kebebasan, maka 

teori yang pantas untuk mendukungnya adalah teori kritis karya Jürgen Habermas. 

Teori ini muncul setelah adanya kemacetan pada teori kritis generasi pertama 

Mazhab Frankfrut yang terbelenggu dengan konsepnya sendiri. Kedua, Istilah 
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demokrasi deliberatif, dimaksudkan bahwa suatu gagasan yang dipahami sebagai 

usaha perdebatan atau perbincangan argumentatif yang mengarah pada hakekat 

demokrasi yang berkonsensus rasional. Pada situasi semacam itu, para partisipan 

dialog diandaikan dapat mengatasi pandangan subyektifnya dan bisa memberi 

keyakinan secara rasional.16 Gagasan demokrasi deliberatif Jürgen Habermas itu 

muncul atas adanya kebijakan yang mengatasnamakan demokrasi namun hanya 

sebatas wacana tanpa mengarah ke praktik demokrasi sebagaimana biasanya. 

Padahal demokrasi dan ruang publik merupakan model komunikasi yang kritis 

antara para ahli dan para politikus karena model ini berhubungan dengan ruang 

publik secara komunimatif serta sifat dari model tersebut sangat ilmiah dan perlu 

didiskusikan dengan pertimbangan yang rasional. Oleh karena itu sangat pantas 

jika rasionalitas komunikasi dijadikan sebagai kerangka teori, karena teori 

tersebut dipakai oleh Habermas ketika mengkritik ahli waris Nietzsche 

(Heidegger, Derrida, Foucault, Bataille, Baudrillard dan seterusnya, yang masyhur 

dengan sebutan postmodernis).17 Yang mana dianggap sangat total dalam 

menjalankan kritik terhadap rasio, sehingga mengalami ambivalensi subyektivitas, 

di mana subyek berafiliasi dengan rasionya sendiri. 

Ketiga, teori diskursus karya Jürgen Habermas akan sangat mendukung 

dalam penelitian dengan judul “Jürgen Habermas dan Demokrasi Deliberatif: 

Tinjauan Kritis Terhadap Praktik Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi 1998” 

ini karena teori diskursus merupakan sebuah teori politik yang berpijak pada fakta 

                                                            
16 Ibrahim Ali Fauzi, Jürgen Habermas: Seri Tokoh Filsafat, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 

145. 
17 F. Budi Hardiman, Melampaui Posivitisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis Tentang 

Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 152. 
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pluralitas cara hidup dan orientasi nilai dalam masyarakat modern. Teori tersebut 

sangat relevan bagi bangsa Indonesia yang ingin mengedepankan hukum dan hak 

asasi manusia dalam proses demokratisasi dan reformasi.18 

Ketiga teori tersebut akan sangat membantu penulis dalam menganalisis 

penulisan skripsi ini karena bagaimanapun juga ketiga kerangka teori tersebut 

merupakan pisau analisis yang sangat berkaitan dengan skripsi ini. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa metode yang sesuai 

dengan kajian yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian sosial dari hasil 

pemikiran seorang filsuf dan sosiolog kontemporer yaitu Jürgen Habermas dan 

jenis penelitian ini adalah penelitian literer dari hasil pemikiran seorang tokoh 

yang terdokumentasi menjadi teks. menyesuaikan dengan tema yang dikaji 

tersebut, maka model yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini 

adalah historis factual.19 Dalam memperdalam kajian tokoh ini, maka penulispun 

mencari dukungan pola kajian yang sangat bisa membantu penelitian literer ini, 

yaitu dengan dukungan penelitian kepustakaan (library research), yaitu data-data 

yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi: buku, majalah, jurnal, makalah, 

surat kabar dan sebagainya yang memuat pemikiran tokoh terkait. Untuk 

mengetahui bahwa penelitian merupakan penelitian sosial, maka penulis lebih 

                                                            
18 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang 

Publik” Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 19. 
19 Yaitu studi yang dalam objek penelitiannya adalah salah seorang tokoh dan dalam hal ini 

yang akan dikaji adalah Habermas tentang demokrasi deliberatif-nya untuk menelaah secara kritis 
terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca-reformasi 1998. 
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mementingkan hamparan hermeneutis, untuk membedakan penelitian sosial 

dengan penelitian eksakta yang memakai gaya ‘saintis’.20 

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan sumber-sumber utama 

yang diperoleh, sumber pendukung dan tulisan-tulisan yang membahas dan 

tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Data-data  tersebut meliputi data primer 

maupun sekunder dengan cara menelaah karya yang ada kaitannya dengan Jürgen 

Habermas. Penelitian ini memilih kerangka kajian deep structur hermeunetic,21 

yaitu dengan cara mengkaji dan memperdalam unsur teks dan konteks dalam hal 

ini demokrasi deliberatif sebagai telaah kritis terhadap praktik demokrasi di 

Indonesia pasca reformasi 1998 yang menginterpretasikan masalah yang ada di 

dalam pokok pembahasan, setelah itu barulah menganalisa kajian masalah untuk 

memperjelas dan akhirnya diketahuilah letak posisi sesuai tidaknya hasil 

pemikirannya. 

Penarikan logika dalam penelitian ini menggunakan penalaran abduktif 

yang menjelaskan secara detail tentang Habermas, dari sinilah penulis berusaha 

untuk menemukan secara logis hasil pemikirannya untuk kemudian 

disistemasikan dalam tulisan ini secara lebih bebas dan terintegrasi dengan 

struktur hemeneutika. 

                                                            
20 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hlm. 6. 
21 Merupakan sebuah dasar acuan untuk menginterpretasikan metode sosiologis yang 

memakai budaya psikoanalisis dalam penelitian, yang mana menginvestigasi kandungan cerita 
yang tersirat dalam teks, gambar bergerak (film), dan lukisan yang semuanya itu mamakai alat 
sebab akibat oleh para peneliti dalam berbagi pengalaman. Lihat. Hans-Dieter König, “Deep 
Structur Hermeunetic” dalam Uwe Flick(Eds), A Companion To Qualitative Research, (London: 
SAGE, 2004), hlm. 313. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Perjalanan demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan pembacaan teks 

proklamasi 1945 sampai sekarang masih dan sedang dalam tahap pencarian, 

bagaimana tidak demikian, karena senjak kemerdekaan Republik Indonesia  pada 

tahun 1945 sampai sekarang, negara Indonesia yang dari awal mencita-citakan 

demokrasi sebagai sistem pemerintahan masih belum bisa direalisasikan. Fakta 

tersebut diakibatkan pernah berkuasanya dua rejim yang menghambat laju 

demokratisasi yaitu rejim Orde Lama dan rejim Orde Baru. 

Tumbangnya rejim Orde Baru pada tahun 1998 yang disebut dengan 

Reformasi 1998 dengan diprakarsai oleh mahasiswa dan aktifis yang peduli akan 

penegakan supremasi hukum di negeri ini merupakan titik awal aufklarung 

terhadap demokratisasi di Indonesia yang telah dirampas dari tangan rakyat oleh 

penguasa negeri ini yang berkuasa selama 32 tahun. Namun sejak reformasi 1998 

itu bergulir, sampai hari ini rakyat masih belum bisa meneguk madu kesejahteraan 

dan keadilan, padahal kalau melihat janji wakil rakyat ketika kampanye sepertinya 

kita akan sejahtera. Oleh karena itu, perlu kiranya kita untuk memperbanyak 

evaluasi dan kritik tindakan nyata yang membangun. Evaluasi dan kritik bagi 

penulis merupakan usaha untuk menemukan jalan terbaik dari praktik demokrasi, 

maka dari itu bagi penulis demokrasi adalah sebuah ijtihad dan wacana menuju 

keadilan dan kebenaran.  
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Salah satu ijtihad demokrasi yang bisa dihadirkan ke permukaan adalah 

ijtihad demokrasi dari seorang filsuf Jerman, Habermas, tentang demokrasi 

deliberatif. Konsepsi demokrasi deliberatif karya Habermas ini tidaklah mudah 

untuk dipraktikkan mengingat bangsa Indonesia yang multikultur. Pancasila yang 

menjadi landasan negara saja banyak yang tidak mentaatinya, apalagi konsep 

kenegaraan lainnya. Oleh karena tidak salah jika dalam mempraktikkan demokrasi 

terdapat banyak polemik, khususnya terkait keadilan dan arti kebenaran. Ketika 

ijtihad tersebut mengalami polemik, maka tidak sepantasnya mandeg, mungkin 

kemandegkan itu bisa dilakukan jika sudah ada ijtihad dan wacana lain yang lebih 

baik untuk negeri kita. 

Reformasi 1998 yang menjadi harapan baru sebagaimana dijelaskan di atas 

haruslah mencari resolusi. Bagi penulis, resolusi tersebut adalah dengan cara 

mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang memberi ruang bebas 

kepada rakyat untuk mengekspresikan kehendak politiknya melalui institusi-

institusi publik di ruang publik. Dengan demikian maka antara rakyat dan negara 

bisa terjalin jaringan komunikasi politik sehingga memungkinkan terjadinya 

kontrol rakyat atas penguasa negara. Selain itu, diskusi-diskusi publik selama ini 

harus mendapat tempat, karena diskusi publik itu nantinya akan mempengaruhi 

kebijakan publik dan hukum yang dibangun oleh sistem politik. 

Pada akhirnya komunikasi politik antara rakyat dan negara akan  

membutuhkan tawar menawar. Jika demikian ruang publik bisa terwujud, namun  

jika negara tidak melakukan political wil yang ditandai dengan sikap akomodatif 

dan responsif terhadap gejala demokratisasi di kalangan rakyat, maka ruang 
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publik tidak akan terwujud. Dan agar usaha tawar menawar melalui komunikasi 

tersebut terwujud, rakyat harus terus memperjuangkan terjadinya ruang publik itu, 

kalau perlu dengan merebutnya. Namun perlu diketahui perebutan ruang publik 

ini adalah salah satu agenda demokratisasi jangka pendek atau setidaknya 

menengah karena bagaimanpun juga kita sudah memiliki wakil untuk membuat 

kebijakan rakyat Indonesia. 
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